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Abstract. The global economic crisis and the COVID-19 pandemic have led to
unemployment in Indonesia, with the open unemployment rate (TPT) increasing from
5.28% in 2019 to 7.07% in 2020. This situation demands an active role for fiscal policy
as a key instrument in labor market recovery and maintaining economic stability. This
study aims to assess the effectiveness of fiscal policy in reducing poverty levels in
Indonesia after the economic crisis. A descriptive qualitative approach was used, utilizing
secondary data from the Central Statistics Agency (BPS) for the 2019-2024 period. The
analysis was conducted by examining trends in the TPT, government spending patterns,
and their relationship to Bent Hansen's fiscal policy theory and the Battaglini-Coate
political economy model. The results indicate that expansionary fiscal policy through
increased government spending on infrastructure, support for MSMEs, tax incentives,
and heating subsidies effectively reduced unemployment to 4.91% in 2024. This policy's
effectiveness is strengthened by fiscal-monetary coordination and labor market reforms
that increase labor absorption and efficiency. However, challenges such as regional

disparities and structural poverty still require region-based policies and improvements
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in human resource quality. Therefore, this study confirms that targeted, adaptive, and
sustainable fiscal policy is key to strengthening national economic resilience post-crisis.
Keywords: Fiscal Policy, Poverty, Economic Crisis, Economic Recovery, BPS 2019—
2024.

Abstrak. Krisis ekonomi global dan pandemi COVID-19 menyebabkan lonjakan
pengangguran di Indonesia, dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) meningkat dari
5,28% pada tahun 2019 menjadi 7,07% pada 2020. Kondisi ini menuntut peran aktif
kebijakan fiskal sebagai instrumen utama dalam memulihkan pasar tenaga kerja dan
menjaga stabilitas ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas
kebijakan fiskal dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis ekonomi di Indonesia.
Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pemanfaatan data
sekunder dari Badan Pusat Statistik (BPS) periode 2019-2024. Analisis dilakukan dengan
menelaah tren TPT, pola pengeluaran pemerintah, serta keterkaitannya dengan teori
kebijakan fiskal Bent Hansen dan model ekonomi politik Battaglini-Coate. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa kebijakan fiskal ekspansif melalui peningkatan
pengeluaran pemerintah untuk infrastruktur, dukungan bagi UMKM, insentif pajak, dan
subsidi perekrutan efektif menurunkan pengangguran menjadi 4,91% pada tahun 2024.
Efektivitas kebijakan tersebut diperkuat oleh koordinasi fiskal-moneter dan reformasi
pasar tenaga kerja yang meningkatkan fleksibilitas dan efisiensi penyerapan tenaga kerja.
Namun, tantangan seperti disparitas regional dan pengangguran struktural masih
memerlukan kebijakan berbasis wilayah dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal yang terarah,
adaptif, dan berkelanjutan merupakan kunci dalam memperkuat ketahanan ekonomi
nasional pascakrisis.

Kata Kunci: Kebijakan Fiskal, Pengangguran, Krisis Ekonomi, Pemulihan Ekonomi,

BPS 2019-2024.

LATAR BELAKANG
Krisis ekonomi akibat pandemi COVID-19 pada 2020 telah membawa dampak
luas terhadap perekonomian global dan domestik. Indonesia mengalami kontraksi

ekonomi hingga -2,07% dan peningkatan tingkat pengangguran terbuka (TPT) menjadi
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7,07%, tertinggi dalam sepuluh tahun terakhir (Badan Pusat Statistik 2024). Penurunan
permintaan agregat, terganggunya rantai pasok, dan pembatasan mobilitas
mengakibatkan banyak sektor produktif berhenti beroperasi. Dalam konteks ini,
kebijakan fiskal menjadi instrumen utama untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan
melindungi lapangan kerja. Menurut Bent Hansen, kebijakan fiskal harus berjalan selaras
dengan kebijakan moneter untuk mencapai lapangan kerja penuh (full employment) dan
kestabilan harga (Siven 2023). Hansen menegaskan bahwa pemerintah perlu
menggunakan pengeluaran publik secara aktif untuk menstimulasi permintaan agregat
pada masa resesi. Di sisi lain, (Battaglini and Coate 2016) menyoroti bahwa kebijakan
fiskal juga dipengaruhi oleh faktor politik, di mana pemerintah sering kali memperluas
belanja publik untuk menekan pengangguran, meskipun berisiko meningkatkan utang
jangka panjang.

Di Indonesia, pemerintah menerapkan kebijakan fiskal ekspansif melalui Program
Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) yang mencakup bantuan sosial, subsidi gaji,
dukungan terhadap UMKM, dan investasi infrastruktur produktif (Muttaqim, Halik, and
Mujannah 2025). Kebijakan ini dirancang untuk menjaga konsumsi masyarakat,
meningkatkan daya beli, serta memperluas lapangan kerja baru terutama di sektor
informal yang terdampak krisis. Namun meskipun demikian, efektivitas kebijakan fiskal
tidak hanya ditentukan oleh besar kecilnya stimulus, melainkan juga oleh arah, sasaran,
dan kapasitas pelaksanaannya. (Astuti 2023) menegaskan bahwa tingkat pendidikan dan
keterampilan tenaga kerja menentukan seberapa cepat kebijakan fiskal dapat menurunkan
pengangguran. Sementara itu, (Mulya 2024) dan (Fisabilillah 2023) menyoroti bahwa
transformasi struktural dari sektor pertanian ke industri dan jasa menimbulkan tantangan
baru berupa skill mismatch di pasar tenaga kerja.

Selain itu, (Topal 2015) menyatakan bahwa fleksibilitas pasar tenaga kerja
berperan besar dalam menentukan dampak kebijakan fiskal. Negara dengan pasar tenaga
kerja yang kaku memiliki pengganda fiskal yang lebih kecil karena penyesuaian upah dan
perekrutan tenaga kerja berjalan lambat. Di Indonesia, peraturan ketenagakerjaan yang
kompleks masih menjadi kendala dalam efektivitas stimulus fiskal terhadap penyerapan
tenaga kerja (Marliana 2022). Masalah lainnya adalah disparitas wilayah. Wilayah Jawa
dan Bali mengalami pemulihan tenaga kerja yang lebih cepat dibandingkan luar Jawa

karena perbedaan kualitas infrastruktur dan investasi (Ubaidillah and Yasin 2024). Oleh
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sebab itu, kebijakan fiskal berbasis wilayah (place-based fiscal policy) penting untuk
memastikan pemerataan manfaat ekonomi. Dengan mempertimbangkan kompleksitas
tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas kebijakan fiskal dalam menekan
tingkat pengangguran pascakrisis ekonomi di Indonesia dengan mengintegrasikan aspek

teoritis, empiris, dan kebijakan berbasis data sekunder BPS 2019-2024.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang berfokus pada
analisis kontekstual dan interpretatif terhadap data sekunder. Sumber utama penelitian
berasal dari publikasi resmi Badan Pusat Statistik (BPS), yaitu laporan Keadaan
Ketenagakerjaan Indonesia periode 2019-2024, serta laporan makroekonomi dari
Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia. Metode ini dipilih karena memungkinkan
peneliti untuk memahami hubungan antara kebijakan fiskal dan tingkat pengangguran
secara sistematis berdasarkan fakta empiris tanpa manipulasi variabel. Analisis dilakukan
dengan menelusuri tren TPT, mengidentifikasi korelasi dengan kebijakan fiskal
pemerintah, dan menilai efektivitas program pemulihan ekonomi.

Penelitian ini juga mengadopsi kerangka teori Bent Hansen tentang koordinasi
kebijakan fiskal dan moneter (Siven 2023), serta model Battaglini dan (Battaglini and
Coate 2016) mengenai pengaruh faktor politik terhadap kebijakan fiskal dan
pengangguran. Analisis data mengikuti pendekatan secondary qualitative analysis
sebagaimana dikembangkan oleh (Ruggiano and Perry 2019) (Pospisil 2023), dengan

menekankan validitas sumber, reliabilitas interpretasi, dan relevansi konteks kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tabel 1. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia 2019-2024

Tahun Tingkat Pengangguran Pertumbuhan Keterangan Utama
Terbuka (TPT) Ekonomi
(%)
2019 5,28 5,02 Kondisi pra-pandemi
stabil
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2020 7,07 -2,07 Krisis akibat pandemi

COVID-19
2021 6,49 3,69 Awal pemulihan
ekonomi
2022 5,86 5,31 Pemulihan berlanjut
2023 5,32 5,04 Normalisasi pasar

tenaga kerja

2024 4,91 5,10 Stabilitas dan ekspansi

lapangan kerja

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS), 2019-2024.

Data pada tabel menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia
mengalami lonjakan signifikan pada 2020 sebagai akibat dari krisis pandemi global.
Namun, sejak 2021, angka TPT menunjukkan tren penurunan yang konsisten hingga
mencapai 4,91% pada 2024. Tren ini mengindikasikan keberhasilan kebijakan fiskal
ekspansif yang dijalankan pemerintah dalam menstabilkan pasar tenaga kerja (Badan
Pusat Statistik 2019).

Kebijakan fiskal dalam bentuk Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)
berperan besar dalam memperkuat konsumsi domestik dan menjaga daya beli
masyarakat. Melalui peningkatan belanja publik, subsidi tenaga kerja, dan dukungan bagi
UMKM, pemerintah mampu mempercepat pemulihan ekonomi dan menekan
pengangguran (Muttaqim, Halik, and Mujannah 2025). Program ini sejalan dengan
prinsip Bent Hansen, yang menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong
permintaan agregat untuk mencapai full employment (Siven 2023). Selain itu, belanja
infrastruktur menjadi faktor utama yang mendorong penyerapan tenaga kerja secara luas.
Proyek pembangunan jalan, jembatan, energi, dan transportasi publik tidak hanya
menciptakan pekerjaan pada tahap konstruksi, tetapi juga menumbuhkan aktivitas
ekonomi baru (Suarez-Cuesta, Latorre, and Lawrence 2024) (Akomolehin et al. 2025).
Di Indonesia, proyek padat karya terbukti efektif dalam menurunkan pengangguran
terutama bagi tenaga kerja berpendidikan rendah (Digdowiseiso, Fitasari, and

Nastiyawati 2023).
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Peningkatan investasi publik juga memberikan efek berantai terhadap sektor
swasta. Sektor UMKM, yang menyerap sekitar 97% tenaga kerja nasional, mendapat
manfaat besar dari kebijakan fiskal berupa insentif pajak dan akses pembiayaan syariah
(Fisabilillah 2023) (Mulya 2024). Hasilnya, pada 2022 TPT turun menjadi 5,86%,
menandakan percepatan pemulihan tenaga kerja di sektor informal. Namun, efektivitas
kebijakan fiskal sangat bergantung pada fleksibilitas pasar tenaga kerja dan tingkat
pendidikan. (Astuti 2023) menegaskan bahwa individu berpendidikan tinggi cenderung
lebih cepat terserap di pasar kerja, sementara mereka dengan keterampilan rendah
mengalami hambatan struktural. Untuk itu, pelatihan vokasi dan reskilling menjadi
strategi komplementer dalam memperkuat dampak fiskal terhadap ketenagakerjaan
(Abad et al. 2024). Selain itu, kebijakan upah minimum dan fleksibilitas regulasi
ketenagakerjaan memengaruhi respons pasar tenaga kerja terhadap stimulus fiskal. Studi
(Topal 2015) dan (Marliana 2022) menemukan bahwa kebijakan upah yang terlalu kaku
dapat menghambat ekspansi kerja, sementara fleksibilitas mendorong efisiensi
rekrutmen. Dalam konteks ini, kebijakan fiskal perlu disinergikan dengan reformasi
struktural di bidang ketenagakerjaan untuk memastikan hasil yang berkelanjutan.

Kebijakan pajak berbasis insentif, seperti Job Creation Tax Credit (JCTC), juga
terbukti efektif dalam mendorong perusahaan merekrut tenaga kerja baru (Chirinko and
Wilson 2016) (Lee 2015). Sementara itu, insentif penelitian dan pengembangan (R&D
tax credit) dapat mendorong inovasi dan membuka lapangan kerja baru di sektor
teknologi (Chirinko and Wilson 2023). Pendekatan ini menunjukkan bahwa kebijakan
fiskal yang inovatif dapat memperluas basis lapangan kerja di era ekonomi digital. Selain
kebijakan fiskal konvensional melalui pengeluaran publik, terdapat bukti kuat bahwa
inovasi kebijakan fiskal digital berperan penting dalam mempercepat pemulihan pasar
tenaga kerja. Menurut (Bova, Carcenac, and Gbohoui 2021), adopsi digital fiscal tools
seperti sistem transfer tunai digital redan penyaluran bantuan berbasis data real-time
mampu mengurangi time lag dalam implementasi kebijakan fiskal, sehingga dampaknya
terhadap lapangan kerja lebih cepat terasa. Di Indonesia, penerapan sistem digitalisasi
bantuan sosial dan Online Single Submission (OSS) dalam penyaluran kredit usaha kecil
terbukti mempercepat penciptaan lapangan kerja di sektor informal. Hal ini menunjukkan

bahwa kombinasi antara kebijakan fiskal dan transformasi digital memperkuat efisiensi
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fiskal serta ketepatan sasaran dalam menekan pengangguran (Bova, Carcenac, and
Gbohoui 2021) (Gupta, Kangur, and Papageorgiou 2022).

Lebih lanjut, efektivitas kebijakan fiskal juga dipengaruhi oleh kredibilitas fiskal
dan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Menurut (Corsetti, Meier, and Miiller
2012), stimulus fiskal akan menghasilkan efek pengganda yang lebih tinggi jika pelaku
ekonomi percaya bahwa ekspansi fiskal bersifat sementara dan akan diimbangi oleh
konsolidasi di masa depan. Dalam konteks Indonesia, keberhasilan pemerintah menjaga
defisit di bawah 3% setelah 2023 mencerminkan upaya menjaga disiplin fiskal tanpa
mengurangi belanja produktif. Studi oleh (Rahmawati and Setiawan 2023) juga
menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas kebijakan fiskal
memengaruhi kecepatan pemulihan tenaga kerja, terutama di daerah dengan tingkat
partisipasi ekonomi tinggi. Oleh karena itu, kebijakan fiskal yang transparan, terukur, dan
kredibel menjadi kunci menjaga efektivitasnya dalam jangka panjang (Corsetti, Meier,
and Miiller 2012) (Rahmawati and Setiawan 2023). Meskipun demikian, tantangan
ketimpangan regional masih menjadi isu serius. Ubaidillah and Yasin (2024)
menunjukkan bahwa wilayah di luar Jawa mengalami pemulihan lebih lambat akibat
ketimpangan infrastruktur dan pendidikan. Untuk itu, kebijakan fiskal desentralistik
diperlukan agar pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja lebih merata
(Syukriansyah et al. 2024)

Dalam konteks keberlanjutan, stimulus fiskal harus diimbangi dengan konsolidasi
anggaran agar tidak menimbulkan beban utang publik yang berlebihan. Easterly, Irwin,
and Servén (2012) serta Plekhanov, Kumar, and Leigh (2007) menegaskan bahwa
konsolidasi fiskal yang “ramah pertumbuhan” diperlukan agar kebijakan ekspansif tidak
mengorbankan stabilitas makro jangka panjang. Pemerintah Indonesia berhasil
menurunkan defisit APBN dari 6,1% terhadap PDB pada 2020 menjadi 2,3% pada 2024,
sambil tetap menjaga belanja produktif di bidang pendidikan dan infrastruktur. Dengan
demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa kebijakan fiskal Indonesia selama
2019-2024 efektif dalam menekan tingkat pengangguran pascakrisis. Penurunan TPT
dari 7,07% menjadi 4,91% mencerminkan keberhasilan strategi fiskal yang adaptif dan
terarah. Efektivitas ini semakin diperkuat oleh koordinasi fiskal-moneter yang baik,

investasi publik yang produktif, serta kebijakan sektoral yang berpihak pada UMKM dan
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tenaga kerja rentan (Siven 2023) (Battaglini and Coate 2016) (Liu and Poplawski-Ribeiro
2015).

KESIMPULAN

Kebijakan fiskal ekspansif Indonesia terbukti efektif dalam menekan tingkat
pengangguran pascakrisis ekonomi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan
pengeluaran pemerintah, proyek infrastruktur, dan dukungan terhadap UMKM berhasil
menurunkan tingkat pengangguran terbuka dari 7,07% (2020) menjadi 4,91% (2024).
Keberhasilan ini sejalan dengan teori Bent Hansen mengenai koordinasi fiskal-moneter
dan model Battaglini-Coate tentang peran politik fiskal dalam mengelola pengangguran.
Namun, tantangan jangka panjang seperti ketimpangan wilayah, skill mismatch, dan
keberlanjutan fiskal masih memerlukan perhatian serius. Untuk itu, kebijakan fiskal ke
depan harus diarahkan pada konsolidasi yang inklusif dan berorientasi pada produktivitas,

agar pemulihan ekonomi dapat berlanjut secara berkelanjutan.
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